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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBA}IAN KELIMA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN

KEBANGSAAN / KEMERD EKAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa besaran tunjangan yang diberikan kepada perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan, sebagaimana telah tiga kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor g6
Tahun 2OOL, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diubah besaran tunjangannya dengan
Peraturan Pemerintah;

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang
Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada perintis
Pergerakan Kembangsaan/ Kemerdekaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor lg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2656);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun lg8b tentang
Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l g85 Nomor
2O), sebagaimana telah empat kati diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OOl (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN PEMEzuNTAH NOMOR 14 TAHUN T985
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN.

Menetapkan

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah
empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 20Ol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOL Nomor 59) diubah sebagai berikut :

l. Ketentuan Pasal t diubah, sehingga seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
diberikan Tunjangan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp 984.O0O,0O
(sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap
bulan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga selurutrnya menjadi
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/
Kemerdekaan meninggal dunia kepada janda/dudanya
yang sah diberikan penghargaan/tunjangan sebesar
Rp 733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) setiap bulan.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda/ duda
yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) dibagi rata untuk masing-masing
janda/duda.

(3) Pembayaran penghargaan/tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dihentikan apabila
janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/
Kemerdekaan yang bersangkutan :

a. Meninggal dunia; atau
b. Kawin lagi.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETAzuS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ttd

///-./cL
ABDUL WAHID


